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ABSTRAK
Nama : Dinda Sari
NIM : 10500113078
Judul : Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan
Olahan Impor
Pokok masalah penelitian ini adalah mengenai Efektivitas Pengawasan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Makanan Olahan Impor.
Pokok Masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam submasalah atau pertayaan
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Obat
dan Makanan terhadap peredaran produk makanan olahan impor di Makassar? 2)
Bagaimana Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) terhadap
peredaran produk makanan olahan impor di Makassar?
Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan pendekatan
penelitian yang digunakan  adalah pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian
ini berupa sumber data primer yakni wawancara dengan salah satu kepala bagian
Pemdik dan Serlik BPOM di Makassar dan data sekunder yakni aturan perundang-
undangan, buku, jurnal, dan artikel dari internet. Selanjutnya teknik pengolahan data
dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis secara kualitatif yakni
menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan
kalimat sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat
dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan badan
pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk makanan olahan impor di
Makassar masih kurang baik. Untuk mencegah terjadinya peredaran produk makanan
yang tidak layak untuk dikonsumsi maka dari pihak BPOM itu sendiri harus lebih
meningkatkan kinerjanya untuk rutin turun langsung kelapangan untuk mengawasi
peredaran  produk-produk makanan yang layak untuk dikonsumsi.
Implikasi dari penelitian ini adalah : hendaknya BPOM sebagai salah satu
pihak yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk makanan olahan impor,
harus lebih teliti terhadap pengawasan peredaran makanan impor, baik sebelum
diedarkan dan/ atau setelah produk makanan beredar di pasaran.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pangan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial dalam kehidupan
manusia disamping dua kebutuhan dasar lainnya,yaitu sandang dan papan. Demikian
pentingnya fungsi pangan bagi manusia,sehingga tanpa pangan manusia tidak akan bertahan
hidup.
Kebutuhan atau produk pangan disuatu  negara dapat dipenuhi oleh produk
dalam negeri dan produk luar negeri. Diera globalisasi, aktivitas perdagangan
internasional berupa ekspor, impor barang antar negara sudah tidak terhindarkan lagi.
Dalam  perkembangan diberlakukannya era pasar bebas bahkan menjadikan produk
luar negeri beredar secara bebas Indonesia. Sebagai konsekuensinya produk-produk
luar negeri akan banyak dijumpai di Indonesia berkompetisi dengan produk dalam
negeri.
Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan aktivitas ekspor
maupun impor dengan negara lain. Ekspor Indonesia meliputi minyak dan gas sejak
tahun 1970, maupun non minyak dan gas sejak tahun 1980. Untuk kegiatan impor
Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1990. Indonseia pada tanggal 20 November
1994,melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 telah mengundangkan Agreement
Establisbing the Word Trade Organization (Persetujun Pembetukan Organisasi
Perdagangan Dunia), dengan ini berarti Indonesia telah membuka pintu bagi
2masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban
(civilization) aturan-uturan main perekonomian dan perdagangan dunia ke indonesia.1
Kebutuhan impor barang di Indonesia dirasakan meningkat setelah terjadi
krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan banyak kebutuhan akan produk barang
masyarakat konsumen di Indonesia yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam
negeri. Disamping juga kualitas produk barang impor dipandang mempunyai kualitas
tinggi. Selain itu, dalam era globalisai, pembangunan perekonomian nasional harus
dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka
barang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
Berbicara tentang kualitas produk, produk impor tentunya ini tidak hanya
terkait dengan image masyarakat konsumen saja, akan tetapi juga terkait dengan
kepuasan dan terlebih lagi keamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi produk.
Produk impor selama ini memang diyakini oleh sebagian masyarakat konsumen
Indonseia sebagai produk yang mempunyai kualitas yang unggul, karena disertai
dengan persyaratan-persyaratan yang sudah standar mengenai proses produksi,
packaging, maupun pemasarannya.
Praktiknya realita yang ada tidaklah seperti image yang tergambar. Ada
bahkan beberapa produk impor yang tidak memenuhi standar persyaratan, sehingga
produk impor yang dibeli oleh konsumen berkualitas rendah, bahkan membahayakan
keselamatan konsumen. Sebagai contoh produk daging sapi impor yang disinyalir
1 Gunawan Widjaja,Rahasia Dagang, cet.1, h 6
3mengandung penyakit sapi gila (mad cow)2 yang tidak memenuhi standar kesehatan,
sehingga tidak aman untuk dikonsumsi, selanjutnya Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) RI menyita olahan makanan dan minuman kemasan ilegal senilai
Rp 10,8 miliar sepanjang periode November hingga Desember 2016. Produk-produk
pangan tersebut 37 persennya berasal dari impor. Kepala BPOM RI Penny
Kusumatuti Lukito menjelaskan pelanggaran olahan makanan dan minuman kemasan
itu antara lain ilegal (tidak memiliki izin edar) dan kadaluarsa. Produk tersebut
sebagaian besar beredar di pasar dan ritel di seluruh Indonesia.
Realita mengenai ada beberapa  produk makanan impor yang berkualitas
buruk dan tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk dikonsumsi ini
tentu memprihatinkan. Hal ini dikarenakan keamanan pangan selalu menjadi
pertimbangan pokok dalam perdagangan nasional maupun internasional. Pasal 21
ayat (1) UU  Nomor 36 Tahun 2009  Tentang Kesehatan menyatakan pengamanan
makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan
dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan
kesehatan. Suatu produk impor seharusnya sudah memenuhi persyaratan standar yang
ditetapkan, tetapi kenyataannya  produk impor tersebut berkulitas buruk, sehingga
membahayakan keselamatan konsumen. Hal ini tentunya tidak luput dari aspek
pengawasan terhadap peredaran produk makanan olahan impor itu sendiri.
2 Shofie, yusuf, “Perlindungan Konsumen dan Instrumen- instrument Hukumnya,PT,Citra Aditya
Bakti,Bandung 2003,h 8.
4Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001,
Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan pengawasan. Diawali
dengan sistem pengawasan terhadap mutu dan kesehatan serta ketepatan pemanfaatan
bahan untuk sasaran produk. Untuk itu aspek hukum publik sangat dominan.
Pengawasan mutu produk yang dilakukan oleh pemerintah jangkaunnya
meliputi produk ekspor, produk dalam negeri dan produk impor yang beredar di pasar
dalam negeri. Namun pasal 2 Ayat (2) Bagian I Persetujuan Tentang Hambatan
Teknis dalam perdagangan menjelaskan peraturan teknis yang diberlakukan terhadap
produk yang diimpor dari negara lain sebagai anggota WTO harus diperlakukan sama
dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada produk nasional dan produk
yang serupa yang berasal dari negara lain sesuai dengan Prinsip Most Favoured
Nation. Kebijaksanaan mutu dilaksanakan dengan cara sertifikasi berdasarkan
ketentuan Pre Shipment Inspection (PSI) dan Pre Distribution Inspection (PDI) yang
didukung sistem jaringan laboratorium penguji mutu. Dengan ketentuan tersebut,
pelaksanaan pengawasan mutu produk dapat menjamin tersedianya produk yang
bermutu sesuai standar, baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri.
Berkaitan dengan itu, maka terhadap komoditas ekspor dan impor berlaku
ketentuan :3
3 Sudjana dan Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,
CV.Keni Media, h 152
51. Standar komoditas ekspor tidak boleh lebih rendah dari SNI, yang berarti
standar komoditas mempergunakan SNI atau spesifikasi tambahan non
mandatory bila diperlukan;
2. Standar komoditas impor minimal harus memenuhi SNI dari standar nasional
negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, standarisasi berfungsi membantu menjembatangi
kepentingan konsumen dan produsen pelaku usaha dengan menetapkan standar
produk yang tepat dan dapat memenuhi kepentingan dan mencerminkan
aspirasi kedua belah pihak. Dengan adanya standarisasi produk ini akan
memberikan manfaat yang optimum pada konsumen dan produsen, tanpa
mengurangi hak milik konsumen.
B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai efektivitas
pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk makanan
olahan  impor di Kota Makassar. Mengenai gambaran fokus penelitian yang hendak
penulis teliti adalah yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan
BPOM terhadap peredaran produk makanan olahan impor di Kota Makassar dan
fokus penelitian yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas
Obat dan Makanan dalam mengawasi produk makanan olahan impor di Kota
Makassar
6C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pokok permasalahan yang
akan dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai efektivitas pengawasan BPOM
terhadap peredaran makanan olahan impor di Kota Makassar, maka  dalam hal ini
penulis dapat menarik sub permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana Sistem pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan
( BPOM ) terhadap peredaran produk makanan olahan impor di Makassar?
2. Bagaimana tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan
( BPOM ) dalam mengawasi produk makanan olahan impor di Makassar?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi
dengan judul penulis, sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Pasal 21 ayat (1) Tentang
Kesehatan menyatakan pengamanan makanan dan minuman
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan
minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan
kesehatan.
72. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Pasal 1 ayat 19 menyatakan pangan olahan adalah makanan atau
minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau
tanpa bahan tambahan.
- Pasal 1 ayat 25 menyatakan impor pangan adalah kegiatan
memasukkan pangan kedalam daerah pabean Negara Republik
Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Eksklusif, dan landas
kontinen.
- Pasal 1 ayat 26 menyatakan  peredaran pangan adalah setiap kegiatan
atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada
masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan  Badan Pengawas
Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan olahan impor di
Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung  jawab Badan Pengawas Obat dan
Makanan dalam mengawasi peredaran produk makanan olahan impor di
Kota Makassar.
8b. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang   pengawasan badan
pengawas obat dan makanan dalam mengawasi peredaran produk makanan
olahan impor, dan pengetahun tentang tanggung jawab Badan Pengawas
Obat dan Makanan terhadap peredaran makanan olahan impor di Kota
Makassar.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam
menangani beredarnya makanan olahan impor di Kota Makassar.
9BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian dan Konsep Pengawasan
Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia pengawasan adalah
proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah
ditetapkan tersebut.1 Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala
aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari
adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan
dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas
yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana
pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh
mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang
terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut.
Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah suatu upaya sistematis
dalam menetapkan suatu standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan,
mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang
1 Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, ( Jakarta:Kencana,2010
), h 317
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dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah
terdapat penyimpangan dan tingkat signifikasi dari setiap penyimpangan tersebut,
dan mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa semua sumber daya
perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
perusahaan.2
Konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan
merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai
bentuk pemeriks aan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak
yang dibawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai
tahapan terakhir dari fungsi manajemen.
Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat
kecocokan dan ketidakcocokan dan, menemukan penyebab ketidakcocokan yang
muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang
bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan
merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan
sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya
dengan penerapan good governance itu sendiri. Sasaran pengawasan adalah
temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas terencana atau target.
Sementara itu tindakan yang dapat dilakukan adalah:
1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
2. Menyarankan agar ditekan tidak adanya pemborosan
2 Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta:Kencana
2010), h 318
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3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana
Langkah-langkah dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidak
4. Mengambil tindakan koreksi
Dalam pengawasan terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan. Ada empat macam
dasar penggolongan jenis pengawasan yaitu:
1. Waktu Pengawasan
Berdasarkan waktu pengawasan dibagi 2 yaitu pengawasan preventif dan
represif. 3
a. Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang
dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksnakan
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.
b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu
kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.
2. Berdasarkan Objek Pengawasan
Berdasarkan objek pengawasan maka pengawasan dapat dibagikan
menjadi beberapa bidang diantaranya bidang produksi, bidang keuangan, waktu
dan manusia dan kegiatan-kegiatannya.
3. Berdasarkan Subjek dan Objek Pengawasan
3 M.Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta:GAJAH MADA UNIVERSITY
PRESS,2008), h 176.
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Berdasarkan subjek dan objek pengawasan maka pengawasan dibagi
menjadi 2 yaitu:4
a. Pengawasan Intern
Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau
badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
b. Pengawasan Ekstern
Pengawasan ekstren adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit
pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.
4. Pengawasan dilihat dari cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan
a. Personal obsetvation ( Personal inspection)
b. Oral Report ( Laporan lisan)
c. Written Report ( Laporan Tulisan)
d. Control by exeption
Adapun manfaat terpenting dari melakukan pengawasan diantaranya:
1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang institusi nyata dimana
organisasi berada
2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana
dengan efesien dan efektif
3. Pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam
penyelenggaran berbagai kegiatan operasional.
4 M.Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta:GAJAH MADA UNIVERSITY
PRESS,2008), h 178.
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4. Langkah-langkah apa yang akan segera dapat diambil untuk menghargai
kinerja yang memuaskan
5. Tindakan Preventif (pencegahan) apa yang segera dapat dilakukan deviasi dari
standar tidak terus berlanjut.5
B. Tinjauan Umum Tentang Makanan
a.) Makanan
Menurut Departemen Kesehatan RI (2000:3) makanan adalah semua bahan
dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
Makanan menurut Permenkes No. 329 Tahun 1976 adalah barang yang digunakan
sebagai makanan atau minuman manusia, termasuk permen karet dan sejenisnya
tetapi bukan obat.6 Makanan penting untuk pertumbuhan karena sebagai bahan
yang diperlukan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, untuk
memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit dan memberikan energi untuk
bekerja.
Makanan adalah hasil dari proses pengolahan suatu bahan pangan yang
dapat   diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan adanya
teknologi. Makanan dalam ilmu kesehatan adalah setiap subtrarat yang dapat
dipergunakan untuk proses didalam tubuh. Terutama untuk membangun dan
memperoleh tenaga bagi kesehatan seluruh tubuh.7
5 Sondang P. Siagian, Manajemen Stategi, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2003) Cet Ke-5, h
261.
6http://Jdih.Pom.go.id (20 juli 2017)
7http:www.artikata.com/arti-371362-makanan.html, (20 juli 2017)
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Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi tiga
bagian yaitu:
1. Makanan segar, yaitu makanan yang belum mengalami pengolahan yang
dapat dapat dikonsumsi langsung ataupun tidak langsung (bahan baku
pengolahan pangan), contoh : pisang dan lain-lain.
2. Makanan olahan, yaitu makanan hasil proses pengolahan dengan cara atau
metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Makanan olahan bisa
dibedakan lagi menjadi makanan olahan siap saji dan tidak siap saji.
a. Makanan olahan siap saji adalah makanan yang sudah diolah dan siap
disajikan ditempat usaha atau diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
b. Makanan olahan tidak siap saji adalah makanan yang sudah mengalami
proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan
lanjutan untuk dapat dimakan atau diminum, contoh : makanan kaleng dan
lain-lain.
3. Makanan olahan tertentu
Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan
bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan
kualitas kesehatan, contoh : susu rendah lemak untuk orang yang
menjalani diet lemak dan lain-lain.
Penanganan makanan yang tidak tepat akan menyebabkan penyakit yang
disebut foodborne disease, yaitu gejala penyakit yang timbul akibat
mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan/senyawa beracun atau
organisme pathogen. Bahan/senyawa beracun bisa berasal dari makanan
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itu sendiri maupun dari luar makanan seperti kemasannya. Ketika masuk
kedalam tubuh manusia zat kimia akan menimbulkan efek yang berbeda-
beda, tergantung jenis dan jumlahnya. Penggunaan bahan pengemas
makanan yang dilarang dapat menyebabkan penyakit kanker, tumor, dan
gangguan saraf.
b.) Hygiene dan Sanitasi Makanan
Hygiene dan sanitasi merupakan suatu tindakan atau upaya untuk
meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui melalui pemeliharaan dini setiap
individu dan faktor
lingkungan yang mempengaruhinya, agar individu terhindar dari ancaman kuman
penyebab penyakit.8
Menurut Depkes RI (2004) hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara
memelihara dan melindungi individu subjeknya.
Menurut Azrul Azwar, sanitasi adalah cara pengawasan masyarakat yang
menitiberatkan pada pengawasn terhadap berbagai faktor lingkungan yang
mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Sanitasi makanan adalah suatu usaha pencegahan yang menitiberatkan
kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman
dari segala bahaya yang dapat menganggu kesehatan, mulai dari sebelum
makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan,
pengangkutan, sampai pada saat dimana makanan dan minuman tersebut siap
8 Depkes RI, 1994
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untuk dikonsumsikan kepada masyarakat atau konsumen. Sanitasi makanan,
mencegah konsumen dari penyakit, mencegah penjualan makanan yang akan
merugikan pembeli, mengurangi kerusakan atau pemborosan makanan.
Langkah penting dalam mewujudkan hygiene dan sanitasi makanan adalah:9
a. Mencapai dan mempertahankan hasil produksi yang sesuai dengan suhu
hidangan (panas atau dingin )
b. Penyajian, penanganan yang layak terhadap penanganan makanan yang
dipersiapkan lebih awal
c. Memasak tepat waktu dan suhu
d. Dilakukan oleh pekerja dan penjamah makanan yang sehat mulai dari
penerimaan hingga distribusi.
e. Memantau setiap waktu suhu makanan sebelum dibagikan.
f. Inspeksi teratur terhadap bahan makanan mentah dan bumbu-bumbu
sebelum dimasak.
g. Panaskan kembali suhu makanan menurut suhu yang tepat (74 C)
h. Menghindari kontaminasi silang antara bahan makanan mentah, makanan
masak, melalui orang (tangan), alat makan, dan alat dapur.
i. Bersihkan semua permukaan alat/ tempat setelah digunakan untuk makanan
j. Perhatikan semua hasil makanan yang harus dibeli dari system khusus
Tujuan hygiene dan sanitasi makanan yaitu:10
9 Depkes RI, 2007
10 Depkes RI, 2007
17
a. Tersedianya makanan yang berkualitas baik dan aman bagi kesehatan
konsumen
b. Menurunnya kejadian resiko penularan penyakit atau gangguan kesehatan
melalui makanan
c. Terwujudnya perilaku kerja yang sehat dan benar dalam penanganan
makanan diinstitusi
c.) Kemasan Makanan
Kemasan makanan merupakan suatu bahan untuk mempermudah
pengangkutan, pemasaran, dan pendistribusian makanan. Kemasan makanan harus
memperhatikan fungsi kesehatan, pengawetan, kemudahan, penyeragaman,
promosi dan informasi. Kemasan makanan yang paling sering digunakan untuk
membungkus makanan adalah kertas, plastik, dan Styrofoam. Kemasan ini perlu
diwaspadai penggunaannya, terlebih dalam bisnis makanan, karena tidak sedikit
penjual makanan yang tidak mengetahui penggunaannya secara tepat dan resiko
yang ditimbulkan bagi kesehatan.
Menurut Buckle (1987) ada resiko-resiko tertentu sehubungan dengan
bahan-bahan pengemas, proses dan juga pendistribusian makanan yang telah
dikemas. Selain bahaya mikroorganisme yang kemungkinan terdapat pada bahan
pengemas makanan. Resiko lain yang mungkin muncul adalah masuknya
komponen beracun yang berasal dari bahan pengemas kedalam bahan makanan,
seperti bahan-bahan kimia dan bau yang berasal dari bahan pengemas tersebut.
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Mutu dan keamanan makanan yang dikemas sangat tergantung dari mutu
kemasan yang digunakan baik kemasan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh
karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kemasan makanan,
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Menurut UU RI No 7  Tentang Pangan Tahun 1996, Pasal 16 ayat (1)
“setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan
bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan atau yang
dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan
manusia” dan menurut peringatan publik BPOM  Nomor: KH.00.02.1.55.2890
Tahun 2009 Tentang “Plastik Kresek” dan keterangan Pers BPOM  Nomor:
KH.00.02.1.55.2888 Tahun penelitian yang pernah dilakukan terhadap bahaya
plastik dan Styrofoam semakin memperjelas bahwa kemasan plastik kresek dan
Styrofoam perlu diwaspadai penggunaannya.
C. Teori Tanggung Jawab
Sebuah konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep
tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Seseorang bertanggung jawab
secara hukum atas perbuatan tertentu atau memiliki tanggung jawab hukum yang
berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila melakukan
suatu perbuatan yang bertentangan, yakni bila sanksi ditujukan kepada pelaku
langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus
hukum yaitu, liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang
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luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang
pasti, yang bergantung atau yang  mungkin meliputi semua karakter hak dan
kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya
atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang.
Responsibility berari hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban,
dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga
kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam
pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada
pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang
dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada
pertanggungjawaban politik.11
Mengenal soal pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig
ada dua teori yang melandasinya, yaitu:12
1. Teori  Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya
itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab
ditujukan pada manusia secara pribadi.
2. Teori Fautes De Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian
terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang
bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 335-
337
12 Sonny Pungus, “Teori Pertanggungjawaban”, Blog Sonny Pungus, http://sonny-
tobelo.blogspot.com/2010/teori-pertanggungjawaban.html?m=1 , (21 juli 2017)
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jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan
dengan kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau
kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan
berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan
sebagai berikut:13
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsure kesalahan ( fault liability atau
liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum
pidana dan hukum perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), prinsip ini dipegang secara
teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan
petanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perbuatan
melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok,yaitu:14
1. perbuatan melawan hukum
perbuatan melawan hukum berupa:
a. melanggar hak orang lain
b. bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat
13 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia ( Jakarta: Gramedia Widiasarana
Indonesia,2006), h.    73-79
14 Sudjana, Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen, (CV.Keni Media, 2016 ), h. 158
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c. berlawanan dengan kesusilaan baik, dan
d. berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam
pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.
Unsur perbuatan melawan hukum yang pertama adalah melanggar hak
orang lain, yang menurut Van Griten, bahwa tidak seorangpun boleh merusak
barang orang lain tanpa kewenangan. Kalau orang bertindak demikian, maka ia
melanggar hak orang lain sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan
hukum. Walaupun demikian, melakukan pelanggaran hak orang lain tidak secara
serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul, karena diperlukan
adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan.
Bertentangan denga hukum pembuat, sebagai bentuk kedua perbuatan
melawan hukum  adalah kewajiban menurut UU, baik yang termasuk hukum
publik maupun hukum privat, berdasarkan yurisprudensi, melanggar kewajiban
UU tidak begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum, karena memiliki
persyaratan tertentu, yaitu:15
Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam;
a. kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar;
b. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUHPer;
c. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap penggugat, mengingat
sikap dan perbuatannya sendiri;
d. Tidak ada alasan pembenaran.
15 Sudjana, Elisantris Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen, ( CV.Keni Media, 2016) h. 159-160
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Berbeda dengan dua bentuk perbuatan melanggar hukum di atas,
pelanggaran terhadap kesusilaan, tidak banyak mendapat pembahasan. Sedangkan
pelanggaran terhadap sikap hati-hati dalam masyarakat terhadap orang, atau
barang orang lain, menjadi favorit  bagi penasehat hukum dan hakim, bahkan
melepaskan tiga rumusan/ unsure lain tersebut di atas.
Berkaitan dengan sikap hati-hati ini, Lord Macmillan menyatakan bahwa
hukum tidak memperhatikan jika kehati-hatian secara abstrak, namun hanya
memperhatikan jika kehati-hatian itu berkaitan dengan adanya kewajiban untuk
bertindak hati-hati, dan pelanggaran terhadap kewajiban itu telah menimbulkan
kerugian. Dengan demikian, yang mejadi prinsip pokok tanggung gugat adalah
bahwa pihak tergugat berkewajiban terhadap pihak penggugat, yaitu kewajiban
untuk berhati-hati,sedangkan pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia telah
menderita kerugian akibat pelanggaran kewajiban itu.
2. Adanya unsur kesalahan;
Kesalahan mempunyai tiga unsur yaitu:16
Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, salah satu syarat untuk membebani tergugat
berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan, kesalahan ini
memiliki 3 unsur yaitu:
1. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
2. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;
16 Purwahid Patrick, Dasar-Dasar Hukum Perikatan ( perikatan yang lahir dari perjanjian dan
Undang-Undang), Mandarar Maju, Bandung 1994, h. 10-11
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(a) Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga
akibatnya;
(b) Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga
akibatnya;
3. Dapat dipertanggungjawabkan: debitur dalam keadaan cakap.
3. Adanya kerugian yang diderita;
Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua
bagian yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda
seseorang, sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata
yang dialami serta kehilangan yang diharapkan.
4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian didasarkan teori adequiate
veroorzaking dari Von Kries yang menjelaskan bahwa pembuat hanya
bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai
akibat dari perbuatan melawan hukum.17
Berdasarkan tanggung jawab keperdataan (civil liability) bahwa unsur
kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain merupakan syarat untuk
adanya perbuatan melawan hukum dan pihak yang merasa dirugikan harus
membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam kaitan
perbuatan melawan hukum oleh pelaku usaha, prinsip tanggung jawab ini sulit
17R.Setiawan, Pokok- Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung 1979, h 87
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dilakukan oleh pihak konsumen keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang
barang yang diterimanya.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab
(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak
bersalah. Kata dianggap pada prinsip presumption of liability adalah penting,
karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu
dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan semua tindakan yang
diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.
Dalam prinsip ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Dalam hal ini tampak
bebab pembuktian terbalik (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan
dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun
jika diterapkan dalam kasus masyarakat akan tampak asas demikian cukup
relevan. Teori ini berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak
pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa
dirinya tidak bersalah.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua di atas, prinsip praduga
untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi
25
konsumen yang sangat terbatas,dan pembatasan demikian biasanya secara
commom sense dapat dibenarkan.18
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak (strick liability) sering diidentikkan dengan
prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Menurut beberapa pendapat,
prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab,
misalnya pada keadaan force majure. Sebaliknya prinsip tanggung jawab mutlak
disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolute, dalam prinsip ini tidak ada
kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila
kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.19
Berdasarkan pasal 14 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab
merencanakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang
merata dan terjangkau masyarakat, dan bahwa tanggung jawab pemerintah
sebagai mana disebutkan di atas dikhusukan pada pelayanan publik. Serta pasal 17
Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa
pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan informasi, edukasi, dan fasilitas
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang
18 Celina Tri Siwi Krintiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta; Sinar
Grafika,2011), h 95-96
19 Sonny Pungus, “Teori Pertanggungjawaban”, (21 Juli 2017)
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stinggi-tingginya. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM)  mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi informasi pada
label obat-obatan dan makanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka pelaku usaha yang
bersangkutan akan dikenakan pertanggung jawaban berdasarkan unsur
kesalahannya atau fault liability.
D. Tanggung Jawab Dalam Syari’at Islam
Dalam hukum tanggung jawab sangat terkait dengan hak dan kewajiban.
Demikian halnya syari’at islam menganjurkan tanggung jawab agar mampu
mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan.
Tanggung jawab bersifat luas karena mencakup hubungan manusia dengan
lingkungan, dan manusia dengan tuhannya. Setiap manusia harus dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya, seseorang mukallaf (baligh) dibebani
tanggung jawab keagamaan melalui pertanggung jawaban manusia sebagai
pemangkuh amanah Allah SWT dimuka bumi.20
Sejalan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-
Mudatsir/74: 38
 ٌَﺔﻨﯿِھَر َۡﺖﺒَﺴَﻛ ﺎَِﻤﺑ ِۢﺲَۡﻔﻧ ﱡﻞُﻛ٣٨
Terjemahannya : Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya.
20 Najmuddin Ansorullah, “Tanggung Jawab Sosial Perspektif Islam, Jurnal Najmu.
http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/18/tanggung-jawab-perspektif-islam/(21 juli 2017)
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Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan
segala potensinya memiliki tugas untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum
Allah SWT dan pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT semua
manusia akan dimintai pertanggung jawaban sebagai bukti bahwa manusia
mengemban amanah dari Allah SWT.21
Ketentuan syari’at Islam dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah,
menegaskan bahwa manusia dibekali hak dan dibebani kewajiban. Mereka
mempunyai kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat, namun mereka harus
mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat atau tidak diperbuatnya.22
Berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, dalam syari’at Islam berlaku
ketentuan, antara lain:
1. Menepati janji merupakan kewajiban. Orang yang tidak menepati janji
berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban;
2. Setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban
terhadap kepemimpinannya;
3. Setiap manusia bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;
4. Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban, baik di dunia
maupun di akhirat kelak;
5. Seseorang tidak memikul dosa atau kesalahan yang dilakukan orang lain;
21 Joko Winarto, “Tugas dan Tanggung Jawab Ilmuan”, Kampasiana, PT. Kompas Cyber
Media, http://m.kompasiana.com/post/read/368478/2/tugas-dan-tanggung-jawab-ilmuan.html (21
juli 2017)
22 Suparman Usman, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2008), h. 107.
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6. Setiap perkataan, perbuatan dan gerakan serta apa yang tersirat dalam hati
tiap diri manusia yang baik atau yang buruk akan dicatat oleh Allah SWT
melalui malaikat yang mengawasi makhluknya dan semua itu akan di
minta pertanggungjawaban kelak di akhirat;
7. Setiap orang pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang diperbuatnya,
sekecil apapun, baik yang baik maupun yang buruk.
Jadi segala perbuatan yang dilakukan harus diperhitungkan dan memiliki
dampak baik itu positif maupun negatif. Tanggung jawab adalah bagian dari
ajaran islam yang disebut mas’uliyyah. Tanggung jawab artinya ialah bahwa
setiap manusia apapun statusnya pertama harus bertanya kepada diri sendiri apa
yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu.
Apakah perilaku itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu
oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi.23 Jika manusia dapat
menentramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling
dalam, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain.
Macam-Macam Tanggung Jawab Dalam Islam:24
1. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri
Tanggung jawab terhadap diri sendiri berkaitan dengan kewajiban yang
mendasari pada diri sendiri. Manusia dalam kehidupan ini sangat membutuhkan
23 Suhendraaw.blogspot.co.id/2015/06/makalah-kebebasan-dan-tanggungjawab.html (21
juli 2017)
24 M.Tholchah Hasan, Islam Dalam Perspektif  Sosio Kultur, (Jakarta: Lanatabora Press.
2000) h. 145-146
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orang lain, dan kita contohkan dari kebutuhan pangan, sesuai dengan firman
Allah dalam surah Al An’am ayat 142 :
 َﻦِﻣَو ِﻢ َٰﻌَۡﻧۡﻷٱ ُﻢَُﻜﻗَزَر ﺎ ﱠﻤِﻣ ْاُﻮﻠُﻛ ۚﺎٗﺷَۡﺮﻓَو َٗﺔﻟﻮُﻤَﺣ ُ ﱠ ٱ ِت َُٰﻮﻄُﺧ ْاﻮُِﻌﺒﱠَﺘﺗ َﻻَو ِۚﻦ َٰﻄۡﯿ ﱠﺸﻟٱ ُﮫﱠِﻧإۥ ٞﻦِﯿﺒ ﱡﻣ ّٞوُﺪَﻋ ۡﻢَُﻜﻟ١٤٢
Terjemahannya:“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk
pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan
Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”
2. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga
Keluarga merupaka bagian terpenting dalam kehidupan seorang manusia,
dengan adanya ia manusia dapat hidup tentram terarah. Keluarga adalah bagian
hidup manusia yang  juga perlu dipertanggung jawabkan. Allah SWT berfirman
dalam Surah At-Tahrim ayat 6 :
َﺎﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟٱ َﺎھُدُﻮﻗَو اٗرَﺎﻧ ۡﻢُﻜِﯿﻠۡھَأَو ۡﻢُﻜَُﺴﻔَﻧأ ْآُﻮﻗ ْاُﻮﻨَﻣاَء ُسﺎﱠﻨﻟٱ َو ُةَرﺎَﺠِﺤۡﻟٱ َنﻮُﺼَۡﻌﯾ ﱠﻻ ٞداَﺪِﺷ ٞظَﻼِﻏ ٌﺔَِﻜٓﺌ َٰﻠَﻣ َﺎﮭَۡﯿﻠَﻋ َ ﱠ ٱ ٓﺎَﻣ
 َنوُﺮَﻣُۡﺆﯾ ﺎَﻣ َنُﻮﻠَﻌَۡﻔﯾَو ُۡﻢھَﺮََﻣأ٦
Terjemahannya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”
Maka dalil di atas seseorang harus mampu menjaga keluarganya dari
ancaman api neraka. Dengan begitu sungguh besar tanggung jawab dari anggota
keluarga itu.
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3. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat
Kehidupan manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang lain yang akan
membantu, menolong, dan menghibur. Antara individu dengan individu lain
hendaknya terjalin komunikasi dan hubungan kebutuhan. Situasi dan kondisi
seorang anggota  masyarakat sangat terkait dengan keadaan masyarakat tersebut.
Tingkah laku dan perbuatan yang membentuk jiwa para generasi muda dalam
lingkungan masyarakat menjadi baik dan buruk adalah terletak pada tanggung
jawab dari individu masyarakat itu sendiri.
4. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Pada hakikatnya suatu lingkungan yang aman, tentram dan damai
didukung oleh keadaan masyarakat dan jiwa individu yang ada dalam masyarakat
tersebut. Setiap individu harus sadar bahwa lingkungan sekitar harus tetap di jaga
kestabilannya. Dengan demikian memelihara lingkungan sekitarnya menunjukkan
adanya rasa tanggung jawab seseorang pada lingkungannya. Dalam hal ini
pengertian lingkungan bukan hanya masyarakatnya saja tetapi semua unsur-unsur
yang mengcakup di dalam lingkungan itu. Dan Allah telah memelihara dan
merawat lingkungan dan alam ini, namun masnusialah yang buat itu semua  rusak.
5. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan
Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan
tuhan lainnya, dimana didudukkan manusia di muka bumi adalah sebagai
khalifah.      Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30:
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 ِۡذإَو ِﻲﻓ ٞﻞِﻋﺎَﺟ ﻲﱢِﻧإ ِﺔَِﻜٓﺌ َٰﻠَﻤِۡﻠﻟ َﻚﱡﺑَر َلَﺎﻗ ِضَۡرۡﻷٱ ُِﻚﻔَۡﺴﯾَو َﺎﮭِﯿﻓ ُﺪِﺴُۡﻔﯾ ﻦَﻣ َﺎﮭِﯿﻓ ُﻞَﻌَۡﺠَﺗأ ْآُﻮﻟَﺎﻗ َۖٗﺔﻔِﯿﻠَﺧ َٓءﺎَﻣ ﱢﺪﻟٱ ُﺢﱢﺒَُﺴﻧ ُﻦۡﺤَﻧَو
 َنﻮَُﻤﻠَۡﻌﺗ َﻻ ﺎَﻣ َُﻢﻠَۡﻋأ ٓﻲﱢِﻧإ َلَﺎﻗ ََۖﻚﻟ ُس ﱢَﺪُﻘﻧَو َكِﺪۡﻤَِﺤﺑ٣٠
Terjemahannya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.
Makna dalil di atas menunjukkan bahwa keberadaan manusia di angkat
Allah sebagai khalifah di atas makhluk lainnya. Kendatipun demikian manusia
tidak lepas dari tanggung jawabnya terhadap Tuhan atas perbuatannya,  sebab
kebesaran dan kekuasaan manusia masih dalam kekuasaan Allah.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan( field research ).
Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh dan
aktual mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta
menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar,  khususnya pada Wilayah kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Makassar.  pertimbangan penulis
memilih penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tersebut, karena
bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan olahan impor
khususnya di Kota Makassar.
B. Metode Pendekatan
Pendekatan yang dilakukan yaitu penelitian kasus/lapangan yang bertujuan untuk
mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan
suatu obyek.
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C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori
primer dan sekunder:
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama
berdasarkan penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu proses Tanya
jawab antar dua orang atau lebih, bertatap muka dengan mendengarkan
secara langsung informasi atau keterangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
Undang-Undang, buku, majalah, jurnal, karyailmiah, internet, dan
berbagai sumber lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh dengan
bergai cara yaitu:
1. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap-muka (face-to-
face),ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertayaan-pertayaan
yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan
masalah penelitian kepada seseorang responden.1 Wawancara dilakukan secara
langsung dengan beberapa pihak di Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) yang berkompoten memberikan informasi atas keahliannya dan
pengalamannya dibidang impor makanan.
1 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada
2004, h 82.
34
2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan ),gambaran atau
karya-karya yang monumental yang bersangkutan.
3. Observasi yaitu metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau
mengamati individu atau sekelompok secara langsung.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti
sebagai instrument juga harus “divalidasi”. Adapun alat-alat yang harus disiapkan
oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:
1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh  informasi dari informan
yang berupa daftar pertanyaan.
2. Pedoman Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan
mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan
melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
3. Buku catatan dan alat tulis:berfungsi untuk mencatat semua percakapan
dengan sumber data.
4. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan
dengan informan.
5. Kamera: berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan
pembicaraan dengan informan.
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Data penelitian diolah dan Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam
menguraikan, mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-
undangan dan uraian umum.
2. Koperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat
menimbulkan ketidak sepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya
lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam
bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar
Sebagai unit pelaksanaan teknis dilingkungan BPOM terdiri dari 19 Balai
Besar POM dan 11 Balai POM di Indonesia. Balai besar POM di Makassar terletak di
Jl. Baji Minasa  No.2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
Pembentukan BPOM  berdasarkan Keppres No. 103 tahun 2001 tentang
kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND) bertanggung jawab kepada Presiden. Sesuai
dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 64 tahun 2005 tentang perubahan
ke enam atas Keppres No.103 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas
lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) telah beberapa kali mengalami
perubahan, terakhir dengan Keppres No.43 tahun 2001 untuk membentuk
BBPOM/BPOM  yang ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala Badan POM  No.
05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit
pelaksanaan teknis dilingkungan Badan POM; Bab II bagian ke 2, pasal 17, BPOM
terdiri dari :
1. Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik
dan Produk Komplimen
2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya
3. Bidang Pengujian Mikrobiologi
4. Bidang Pemeriksanaan dan Pengujian
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5. Bidang Sertifikasi dan LIK
6. Sub. Bagian Tata Usaha
7. Kelompok jabatan Fungsional
Berdasarkan SK Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001,
jo SK kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksaan teknis di lingkungan Badan POM RI di Provinsi Sulawesi
Selatan- Sulawesi Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :1
a. Tugas pokok
Melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Produk Terapetik, Narkotika,
Psikotropik dan Zat aktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, dan
Bahan Berbahaya
b. Fungsi
1. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi
2. Lisensi dan sertifikasi industry dibidang farmasi berdasarkan cara-cara
produksi yang baik.
3. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
4. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan
hukum
5. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
6. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
1 Rencana Stategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015-2019
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7. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik
BBPOM di Makassar idealnya dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif,
tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang di laporkan.
Namun, dengan luas wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat yang
mencapai  62.755,3 km meruapakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi
BBPOM di Makassar melakukan fungsi pengawasan secara Komprehensif. Hal ini
disebabkan karena Sulawesi Selatan sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dan
merupakan pintu gerbang lalulintas peredaran Obat dan Makanan di wilayah timur
Indonesia.
Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.2
VISI:
“ Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing
Bangsa”
MISI:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan
Obat dan Makanan memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
2 Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar Tahun 2015-2019
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c. Kewenagan  Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pada Pasal 69 Keppres No.3 Tahun 2002, dalam meyelenggarakan fungsinya
sebagaimana yang di maksud dalam pasal 68 Keppres No.3 Tahun 2002, Badan Pengawas
Obat dan Makanan mempunyai kewenangan untuk :
a. Menyusun rencana nasional secara makro dibidangnya
b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
c. Penetapan system informasi dibidangnya
d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk
makanan dan penetapan pedoman pengawasan dan peredaran obat serta pengawasan
industri farmasi
e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi,pengembangan,dan pengawasan tanaman
obat
B. HASIL PENELITIAN
1. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran
Produk Makanan Olahan Impor
Produk pangan Impor harus melewati pendaftaran di Balai POM untuk
mendapatkan ijin masuk dan beredar di Indonesia.3 Dalam rangka melindungi
kesehatan masyarakat dan penerapan tindakan kehati-hatian terhadap kemungkinan
peredaran produk  makanan illegal maupun tanpa izin edar yang tidak memenuhi
3Kepala bagian Serlik BPOM, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
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persyaratan keamanan maupun mutu, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Makassar  secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan pengawasan full
spectrum mulai pre-market hingga postmarket.4
Pengawasan pre-market adalah adalah merupakan pengawasan preventif
BPOM untuk memeriksa setiap produk pangan olahan (makanan) sebelum beredar di
pasaran. Adapun langkah preventif yang dilakukan melalui tahap sertifikasi dan
registrasi produk, sarana produksi serta distribusi produk tersebut. Sedangkan
pengawasan Post-market adalah merupakan pengawasan represif oleh badan
pengawas obat dan makanan masyarakat untuk mengadakan pemeriksaan terhadap
produk makanan yang beredar di masyarakat dengan proses:
a. Pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan
b. Melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk makanan yang
dicurigai mengandung bahan berbahaya atau produk yang tidak mempunyai
produksi serta produk yang dicurigai berbahaya bagi kesehatan masyarakat.
Apabila dari hasil pemeriksaan sampling dan uji laboratorium terbukti bahwa
produk makanan tersebut tidak memenuhi syarat maka Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan berwenang untuk menarik produk tersebut dari peredaran, memberi
peringatan pada pelaku usaha dan distribusi produk tersebut untuk tidak mengulangi
perbuatannya, serta peringatan kepada masyarakat tentang produk yang tidak
memenuhi syarat tersebut.
4Kepala bagian pemdik  BPOM, Wawancara, Makassar , 25 Juni 2017
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Ternyata dalam melaksankan tugas di bidang pengawasan peredaran produk
obat-obatan dan makanan Balai Besar POM melakukan pengawasan secara rutinitas
ke lapangan dengan menurunkan tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Pihak
Balai Besar POM yang sudah menjadi PPNS inilah yang berhak melakukan razia
setiap opotek, toko-toko klontong maupun lokasi- lokasi pengawasan lainnya.
Menurut Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan disebutkan
bahwa  setiap pangan yang di masukkan kedalam wilayah RI untuk diedarkan wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini dan
peraturan pelaksanaannya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan  BPOM tersebut
telah di keluarkan peraturan Kepala BPOM RI No.HK 00.05.23.1455 Tanggal 24
Maret 2008 Tentang Pengawasan Pemasukan Pangan (makanan) Olahan, yang di
dalam Pasal 3 diatur hal berikut:
a. Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus
mendapatkan persetujuan pemasukan dari Kepala Badan;
c. Ketentuan sebagaimana di maksud  pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula
untuk pemasukkan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong,
ingredient pangan, dan bahan lain.
Selanjutnya Pasal 4, Pasal 5 Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.23.1455
tersebut mengatur sebagai berikut:
42
Pasal 4:
Pangan olahan yang di masukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi
persyaratan:
a. Telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu,
dan gizi oleh instansi yang bewenang di Negara asal;
b. Pengujian dan atau pemeriksaan sebagaimana di maksud pada huruf a harus
dibuktikan dengan sertifikasi analisis dan laboratorium yang terakreditas;
c. Terhadap pangan olahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dan atau di
periksa kembali di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum di
edarkan.
Pasal 5:
(1) Setiap pangan olahan yang dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan
pendaftaran dari Kepala Badan;
(2) Dikecualikan, untuk:
(a)Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada pada suhu kamar
dan atau
(b)Dimasukkan kedalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk
keperluan;
1. Permohonan surat pendaftaran
2. Penelitian atau konsumsi sendiri
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Sertifikasi analisis uji laboratoruim yang harus di ajukan oleh importir saat mendaftar
ke BPOM berisi mengenai hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang
terakreditasi/ diakui secara nasional dan internasional. Importir boleh memberikan
sertifikasi analisis tersebut dari Negara asal, yang ketentuannya sudah diakui
internasional. Sebelum proses kirim barang, diajurkan ke Direktorat penilaian
keamanan pangan untuk dilakukan penilaian keamanan pangan. Ada beberapa
formulir yang harus di isi, diantaranya formulir A isinya: informasi umum yang
meliputi nama dagangnya, jenisnya, kemasan, nama pabriknya, nama importirnya.
Form B isinya mengenai komposisi barang. Secara ringkas, selama proses
pendaftaran pangan, antara lain: contoh produk, rancangan label, surat penunjukkan
dari pabrik asal, sertifikasi kesehatan (free sale), surat keterangan lain yang berlaku,
jaminan keamanan pangan dengan hasil uji laboratorium yang meliputi cemaran
mikroba dan cemaran kimia (cemaran logam). Penilaian ini perlu karena disadari
bahwa pangan disatu sisi memang merupakan sumber energi dan berbagai zat gisi
untuk mendukung hidup manusia, namun sisi lain pangan dapat juga menjadi wahana
bagi unsur pengganggu kesehatan manusia, yang berupa unsur yang secara alamiah
telah menjadi bagian dari pangan, maupun unsur yang masuk kedalam pangan dengan
cara tertentu. Timbulnya bahaya pada pangan dapat terjadi melalui unsur
mikroorganisme, kimia atau alami.5
Setelah pemeriksaan selesai, BPOM memberikan ijin edar berupa kode
Makanan Luar (ML) dan mengeluarkan SKI (surat keterangan impor) yang
5Badan POM, Kumpulan Materi Petunjuk CPMB, 2007, h 4
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diberlakukan mulai bulan Maret 2008. Setelah produk memiliki ujin edar ML, setiap
kali produk masuk Indonesia importir diwajibkan untuk mengajukan permohonan
rekomendasi impor kepada Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI.6 Ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM RI No.
00.05.13.1455 menentukan bahwa setiap permohonan hanya berlaku untuk 1 (satu)
kali pemasukan produk, berikutnya harus dilakukan permohonan kepada BPOM.
Termohon mengajukan pendaftaran ke BPOM, lalu Ditjen Bea Culai memeriksa
kelengkapan dokumen yang telah dikeluarkan BPOM melalui manual atau system
komputerisasi. Sistem komputerisasi ini dikenal dengan Indonesia National Sigle
Window (INSW) yang diatur melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 5
Tahun 2007 Tentang Tim Persiapan INSW. INSW merupakan system elektronik
yang mampu melayani proses pengajuan dan pengolahan data dan informasi,
pengambilaliahan keputusan penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhan, dan
kebandarudaraan secara terpadu dengan prinsip kesatuan, kecepatan pelayanan,
konsisten, sederhana, transparan, efesien dan berkelanjutan. Sistem ini nantinya akan
memudahkan petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian
dokumen impor secara online yang terhubung dengan instansi terkait.
Permohonan rekomendasi impor itu berisi: nama dan alamat importir, nama
dan jenis dan nama dagang, kemasan, jumlah yang diimpor, Negara asal pangan,
6 Kepala bagian Pemdik BPOM, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
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nama dan alamat perusahaan pemasok, nomor ML, nomor dan tanggal invoice, nomor
dan tanggal BL. Permohonan harus dilampiri dokumen-dokumen berupa:7
a. Copy nomor pendaftaran
b. Spesifikasi produk dengan mencantumkan deskripsi/komposisi/ingredient,
karakteristik fisik, karakteristik kimia, karakteristik mikrobiologi, kemasan,
penggunaan/aplikasi, penyimpanan dan kadaluwasa.
c. Sertifikasi, meliputi sertifikat kesehatan dari pemerintah yang berwenang,
sertifikat analisis (disertakan untuk setiap kali impor dengan jangka waktu
maksimal 6 bulan).
d. Sertifikat phyto sanitary bagi produk pertanian
e. Sertifikat bebas radiasi untuk produk susu asal Negara eropa
f. Sertifikat genetic modified organism(GMO) undang-undang ntuk produk yang
berasal dari kedalai, jagung, tomat, kentang dan hasil olahnya
g. Sertifikat asal  Negara (certificate of origin) untuk produk daging dan hasil olahya
(gelayin, kolagen, kulit)
h. Sertifikat SNI untuk produk AMDK, garam, tepung terigu
i. Sertifikat halal bila produk mencantumkan halal pada labelnya
j. Dokumen lain yang menunjang penilaian seperti surat pesanan dari importir,
invoice, B/L, AWB, RIB, L/C.
Post Market adalah terkait masa setelah produk memiliki ijin edar ML dan di
edarakan di masyarakat. Teknis pengawasan peredaran produk pangan olahan impor
7Badan POM, Skema Impotrasi Pangan Olahan
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adalah sama dengan produk makanan dalam negeri. Selama peredaran produk
dilakukan pengawasan terus menerus secara berkesinambungan yaitu melalui
pemeriksaan/inspeksi sarana di lapangan, baik di sarana produksi maupun sarana
distribusi. Selanjutnya dilakukan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label,
kemudian dilanjutkan dengan pengujian laboratorium terhadap mutu dan keamanan
produk. Jadi dalam post market ini dilakukan secara rutin oleh badan POM dengan
wujud nyata melakukan sampling ke pasar, toko, warung, dan  supermarket. Petugas
memeriksa labelnya, apakah baik atau tidak, apakah ada rusak/ cacat pada
kemasannya, ada ijin edarnya atau tidak, ditandai dengan kode  ML atau MD
(Makanan Dalam) ada kode produksi atau tidak, dan untuk pangan impor labelnya
harus bertuliskan bahasa Indonesia. Ketentuan ini di atur dalam PP 69 Tahun 1999
Tentang Label dan Iklan Pangan.
Waktu pengawasan oleh petugas BPOM dilakukan secara berkala, yang
pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap bulan. Biasanya Balai POM di tiap
daerah provinsi mempunyai data/peta/daftar sarana distribusi dari toko kecil (kios)
hingga ritel-ritel besar seperti carrefour atau Giant, kemudian dibuat perencanaan
dalam suatu skala, misalnya sarana distribusi mana saja yang menjadi target untuk
pemeriksaan. BPOM mempunyai Pedoman Pemeriksaan Sarana Distribusi dalam
rangka melakukan pemeriksaan terhadap pangan, tetapi ini belum bisa didapatkan.
Balai POM melakukan pelaporan hasil inspeksi ke BPOM pusat setiap 3 bulan sekali.
Pusat mengevaluasi laporan tersebut dan secara priodik melakukan inspeksi. Laporan
terhadap adanya temuan kasus bisa dalam berbacam bentuk, inspeksi yang dilakukan
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BPOM, pengaduan dari konsumen melalui ULPK (unit layanan perlindungan
konsumen) BPOM, maupun informasi dari media atau lembaga seperti Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Didaerah juga terdapat operasi gabungan yang dilakukan diluar Program
BPOM, yang biasanya dilakukan secara terpadu antara beberapa pihak terkait.
Biasanya koordinasinya dilakukan oleh pihak kepolisian, Pemda (yang memiliki Tim
Ketahanan Pangan Daerah) atau juga Dinas Perdagangan.8
Tidak memenuhi syarat sesuai yang telah didaftarkan, BPOM memerintahkan
pelaku usaha atau sarana distribusi yang yang menjual produk tersebut untuk menarik
produknya dan memperbaikinya atau menggantinya. Jika dalam kasus  makanan
impor, maka perintah ini ditujukan kepada importir. Jika yang ditemukan adalah
bahan-bahan berbahaya yang terkandung didalam suatu produk pangan, BPOM
terlebih dahulu mengambil sampel pangan tersebut untuk diteliti dilaboratorium
BPOM, dan jika positif, maka BPOM segera memberitahukan impotir melalui surat
pemberitahuan berupa hasil uji laboratorium, dan memerintahnkannya untuk menarik
dan memusnahkan semua produk tersebut yang bisa dilakukan sendiri oleh importir
dengan disaksikan oleh  BPOM, dan importir harus melaporkan hasil kegiatan
tersebut.
Dalam hal produk benar-benar bermasalah dan membahayakan kesehatan dan
keselamatan masyarakat, maka akan dikeluarkan publik warning. Contoh publik
warning yang pernah dikelurkan oleh BPOM antara lain:
8Kepala Bagian Serlik BPOM, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
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a. Surat PO.02.02.531.21585 tanggal 8 September 2008 (Edaran susu
formula asal china)
b. Surat PO.04.01.1.14970 tanggal 23 September 2008 (Pengamanan Produk
Susu yang berasal dari china)
c. KH.00.01.5.531 tanggal 24 September 2008 (Keterangan Pers tentang isu
produk China yang mengandung melamin)
d. Surat PO.01.02.531.1368 tanggal 25 September 2008 (Produk China
mengandung melamin)
Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas sesuai yang diatur pada Pasal
73 Keppres Nomor 166 Tahun 2000, yaitu untuk melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas BPOM ini dikoordinasikan
oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial. Secara khusus juga
terdapat SKB Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor
264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 yang dikeluarkan
4 Juli 2003, mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenagan dibidang pengawasan
obat dan makanan.
Penjabaran dari fungsi BPOM tersebut meliputi:9
a. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi
b. Lisensi dan sertifikasi industry dibidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi
yang baik.
9Badan POM, http://pom.go.id/, (31 juli 2017)
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c. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar
d. Post marketing vigilance termasuk sampling dan pengujian laboratorium,
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum
e. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk
f. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan
g. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik
Selain peraturan tersebut di atas, terdapat juga Peratutan Pemerintah RI No. 28
Tahun 2004 Tentang, Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, yang dalam Pasal 37 ayat
(2) mengatur mengenai kewenangan Badan POM, terhadap pengawasan pangan
olahan yang akan di masukkan kedalam wilayah Indonesia sebagai berikut:
a. Pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu
dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang dinegara asal;
b. Pangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
(tentang system jaminan mutu)
c. Pangan dilengakapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan
sebagaimana dimaksud huruf a dan;
d. Pangan terlebih dahulu diuji dan diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu
dan/atau gizi sebelum peredarannya.
Selain ketentuan tersebut Pasal 38 PP No.28 Tahun 2004 menentukan bahwa
dalam hal pangan yang akan dimasukkan kedalam wilayah Indonesia terlebih dahulu
diuji dan/atau diperiksa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c,
maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapat
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persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan Kepala Badan POM. Lebih lanjut
Pasal 42  PP No.28 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa dalam rangka pengawasan
keamanan pangan,  mutu dan  gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi
di dalam negeri atau yang dimasukkan kedalam wilayah RI untuk diperdagangkan
dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan
pendaftaran. Ini sesuai Visi BPOM agar obat dan makanan terjamin aman, bermutu
dan berkasiat, juga sesuai dengan Misi BPOM untuk melindungi masyarakat dari
obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
Selain BPOM terdapat beberapa instansi terkait dengan tugas pengawasan
peredaran produk pangan (makanan) olahan impor di Indonesia, meliputi:
a. Ditjen Bea dan Cukai
Pengawasan oleh Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan keabsahan dokumen impor
(surat persetujuan Pengeluaran barang/SPPB). Direktorat penindakan dan penyidikan
(P2) Bea dan Cukai bertugas memberikan dukungan teknis pengawasan dibidang
kepabeanan, termasuk pengawasan lalulintas barang yang keluar atau masuk kedalam
daerah pabean Indonesia. Teknis yang dilakukan oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai
saat pengecekan barang impor biasanya yang pertama kali adalah pemeriksaan
dokumen importir. Saat ini sudah berlaku surat keterangan impor (SKI) yang sudah
bersifat final dan menyeluruh yang dikeluarkan oleh BPOM. Kanwil Bea  Cukai
mengatakan bahwa produk makanan yang akan di Impor pertama harus mendapatkam
izin edar dan uji laboraotorium yang dilakukan oleh BPOM, kemudian harus
dilengkapi dengan dokumen kesehatan dari Depkes setelah itu harus dilengkapi
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dengan dokumen perdagangan dari departemen perdagangan. Instransi terkait selain
BPOM  tidak memiliki tugas untuk memeriksa langsung kondisi produk makanan
olahan impor yang akan beredar atau yang sudah beredar di pasaran.
b. Departemen Kesehatan/ Dinas Kesehatan
Departemen kesehatan dan dinas kesehatan juga ikut serta membantu pengawasan
yang dilakukan oleh Badan POM dan Balai Besar POM dengan melakukan control
terhadap terpenuhinya aspek-aspek kesehatan dari produk makanan olahan impor
yang akan di edarkan Balai Besar dan Balai POM setempat dalam melakukan
pembinaan kepada distributor.
c. Departemen Perdagangan/Dinas Perdagangan
Pengawasan oleh Dinas Perdagangan adalah terkait dengan regulasi perijinan
sebagai importir dan distributor serta kebijakan peraturan dibidang impor.
Mekanisme pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala
dilapangan/ditempat produk makanan olahan impor yang diperdagangkan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh dinas perdagangan hanya sebatas pemeriksaan
keadaan fisik dari produk pangan olahan impor yang berdar dipasaran, seperti
pemeriksaan kode registrasi  yang terdapat di kemasan produk. Hal ini diatur dalam
Pasal 4 KEPMENPERINDAG RI No. 634/MPP/KEP/9/2002 tentang ketentuan dan
tata cara pengawasan dilakukan terhadap standar mutu, pencantuman label, klausula
baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan periklanan, dari barang yang beredar
dipasaran. Untuk keadaan tertentu Dinas Perdagangan dapat memohon uji
laboratorium.
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Lebih lanjut Pasal 45 PP No.28 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:
(1) Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gisi Pangan
yang beredar
(2) Dalam melaksanakan fungsi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan berwenang untuk:
a. Mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
b. Melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana di maksud
pada ayat (2) butir a.
(3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b:
a. Untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh instansi
yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing
b. Untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang perikanan, perindustrian, atau Badan sesuai
dengan bidang tugas dan kewenagan masing-masing;
c. Untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh badan;
d. Untuk pangan olahan hasil industry rumah tangga pangan dan pangan siap
saji disampaika kepada dan ditindaklanjuti oleh pemerinth Daerah
Kabupaten Kota.
Dikaji dari implementasi pengawasan Badan POM terhadap tugas
pengawasan yang seharusnya dilakukan BPOM terhadap peredaran produk pangan
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(makanan) olahan impor, menurut peraturan tersebut dapat dikatakan bahwa
implementasinya masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatya
produk makanan olahan impor illegal yang masuk dan beredar di Indonesia tetapi
terbukti mengandung bahan-bahan yang membahayakan bagi masyarakat yang
mengkonsumsinya. Padahal tujuan pengawasan peredaran pangan (makanan) olahan
impor tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Realitanya dengan masih banyaknya produk pangan olahan impor illegal, dan
juga produk pangan olahan impor yang mengandung bahan-bahan yang
membahayakan kesehatan konsumen. Contohnya Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan (BBPOM) Makassar Menyita 1.150 makanan illegal asal malaysia di Kota
Pare-pare, Sulawesi Selatan, makanan yang disita terdiri atas 130 jenis, termasuk
coklat, susu dan biscuit.10 Menurut Kepala BPOM Kota Makassar Muhammad
Guntur, makanan-makanan tersebut disita lantaran tidak terdaftar dan tidak memiliki
izin edar sehingga merugikan Negara karena tidak masuk kepenerimaan pajak
Negara, jadi mutu makanannya sudah pasti tidak terjamin karena belum teruji,
tuturya.
Oleh karena itu law inforcement harus dilakukan, pengawasan pre-market
harus lebih ketat dan lebih tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji makanan oleh BPOM
hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan
beredar di Indonesia baik itu produk impor maupun produk domestik agar dapat
10http;//nasional.tempo.com/read/news/2017/03/21/058858104/bbpom-makassar-usut—kasus-
1-150-makanan-ilegal-asal-malaysia
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diketahui manfaat secara positif maupun negatif dari makanan tersebut terhadap
manusia. Pengawasan pre-market dirasa lebih penting juga dengan pertimbangan
biaya yang harus dilekuarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.
Namun demikian pengawasan post-market juga perlu ditingkatkan agar
pengawasan BPOM lebih maksimal, karena pemeriksaan terhadap produk makanan
olahan impor yang beredar hanya dilakukan secara priodik makan ada kemungkinan
pihak pengusaha melakukan kecurangan pada saat pemeriksaan tidak dilakukan.
Perlu adanya peningkatan kinerja dari BPOM, Departemen Kesehatan, Dirjen Bea
dan Cukai, dan Departemen Perdagangan karena pintu pertama untuk dapat
beredarnya produk makanan olahan impor tedapat pada instansi tersebut. BPOM
hendaknya lebih concern terhadap masyarakat, misalnya dengan menyampaikan
progress report suatu kasus yang terjadi dengan jelas dan cepat tanggap, atau
mempublikasikan setiap hasil penelitian yang dilakukan BPOM. Publik warning
BPOM seharusnya detail mengenai temuan produk yang bermasalah tersebut
sehingga konsumen tidak dibuat binggung atau panic mengenai pihak mana yang
bermasalah apakah yang dari luar atau dalam negeri. BPOM hendaknya juga lebih
banyak memberi himbauan pada masyarakat untuk menghidari mengkonsumsi
makanan yang tidak memenuhi kriteria kesehatan yang baik. Masyarakat diharapkan
berperan serta secara lebih aktif, sebagai control terakhir terhadap pengawasan
peredaran produk makanan olahan impor yang beredar di Indonesia.
Menurut penulis badan pengawas obat dan makanan harus selalu turun
langsung kelapangan untuk memeriksa produk-produk makanan yang diedarkan,
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sehingga produk-produk yang membahayakan kesehatan dapat dihindari
penggunaannya baik itu produk lokal maupun impor, mengingat pelaku usaha pada
saat ini banyak yang melakukan kecurangan, yang tidak mengikuti aturan-aturan gizi
dan mutu pangan.
2. Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap
Peredaran Produk Makanan olahan Impor.
Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 14 ayat (1)
menyebutkan bahwa “pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau masyarakat”, hal ini berarti pengawasan informasi
makanan impor merupakan wujud tanggung jawab pemerintah melalaui Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM melakukan tugas untuk mengawasi keselamatan obat dan makanan,
tetapi belum sepenuhnya efektif, terbukti masih banyaknya produk makanan dan
minuman olahan, baik lokal maupun impor yang tidak terdaftar/ tidak terjamin
keselamatannya.11 Contohnya ditemukannya sejumlah produk makanan yang
kadaluarsa dan tidak berlabel Dinas Kesehatan dari BPOM RI, pada saat BPOM Kota
Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga supermarket besar diwilayah
Kecamatan Makassar, tiga supermarket tersebut yakni Gelael Jalan Sultan
11Sudjana.Elistantis Gultom, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen,
CV.Keni Media,2016, h.114
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Hasanuddin, kemudian Alam Indah dan Baji Pamai di Jalan Ranggong. Kepala
BPOM Makassar Muh.Guntur menyebutkan meskipun dagang yang diperdagangkan
merek impor namun bila tidak bertuliskan bahasa Indonesia dan tidak memiliki label
halal, Diskes, dan BPOM makan tidak ada jaminan barang.12
Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggarakan Jaminan Produk
Halal (JPH) yang dilaksanakan dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri. Pelaku usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan
yang diharamkan sebagaimana dimaksud dikecualikan dari mengajukan permohonan
Sertifikat Halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.
Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/ atau tulisan.
Menurut penulis Balai POM seharusnya melakukan pengawasan yang lebih
ketat terhadap peredaran produk makanan, karena itu sudah merupakan tanggung
jawab BPOM dalam hal pengawasan terhadap produk yang beredar ataupun produk
yang masih dalam proses perizinan untuk didaftarkan, dan juga mengawasi setiap
pelaku usaha agar tidak terjadi kecurangan.
Ketentuan tersebut pada hakekatnya mengatur tentang kuantitas dan kualitas
barang yang diperdagangkan, apabila hal itu dikaitkan dengan perjanjian jual beli
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, maka pelaku usaha mempunyai 2 (dua)
kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Kewajiban untuk
menyerahkan barang dapat diartikan bahwa kuantitas barang yang diproduksi dan/
12Kepala BPOM Kota Makassar, Muh.Guntur, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
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atau di perdagangkan, seperti berat bersih, isi bersih atau netto harus sesuai dengan
apa yang dicantumkan dalam label atau etiket barang, dan ukuran, takaran, timbangan
dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya pelaku
usaha mempunyai kewajiban untuk menaggungnya, dalam arti kualitas barang harus
sesuai dengan informasi tentang kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang tersebut.
Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor
Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Dalam hal pemeriksaan produk
terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di
laboratorium.
Ketentuan teknis tentang Label Halal adalah keputusan Bersama MENKES
dan Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut
Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/ penandaan makanan
produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk
Agama Islam.13 Pengawasan preventif terhadap pelaksanaan keputusan bersama ini
dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan pada DEPKES RI cq. Direktorat
Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan teknis berkaitan dengan
pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal dikeluarkan tahun
1996 yaitu KEPMENKES RI Nomor: 924/Menkes/SK/VII/1996 Tentang Perubahan
13Pasal 2 Keputusan Bersama MENKES dan MENAG RI No. 427/Men.Kes/SKBMII/1985
No.68 Tahun 1985
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atas KEPMENKES No. 82 Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal
pada Label Makanan.
Dalam PP No 69 Tahun 1999 Pasal 1, pangan halal adalah pangan yang tidak
mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang dikonsumsi umat islam, baik
menyangkut bahan baku pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk
bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan irradiasi pangan dan
pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam.
Ketentuan  yang mengatur halal dan haram tercantum dalam Al-Qur’an  surat
Al-Baqarah:168
َﺎﮭﱡَﯾﺄٓ َٰﯾ ُسﺎﱠﻨﻟٱ ِﻓ ﺎ ﱠﻤِﻣ ْاُﻮﻠُﻛ ﻲ ِضَۡرۡﻷٱ ِت َُٰﻮﻄُﺧ ْاﻮُِﻌﺒﱠَﺘﺗ َﻻَو ﺎٗﺒﱢَﯿط ٗﻼ َٰﻠَﺣ ِۚﻦ َٰﻄۡﯿ ﱠﺸﻟٱ ُﮫﱠِﻧإۥ ٌﻦِﯿﺒ ﱡﻣ ّٞوُﺪَﻋ ۡﻢَُﻜﻟ١٦٨
Terjemahannya: “hai sekalian manusia,makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena
susungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”
Pernyataan “halal” untuk melindungi komunitas yang beragama islam, karena
itu acuan untuk menentukan halal atau tidak didasarkan atas hukum islam. Pada
dasarnya sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun
yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syar’I (yang berwenang
membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau
tidak ada nas yang sah, misalnya karena ada sebagian Hadis lemah, atau tidak ada nas
yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana
asalnya, yaitu mubah.
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Menurut penulis produsen ataupun importir yang akan mengajukan
permohonan pencantuman tulisan “Halal” wajib siap diperiksa oleh petugas tim
gabungan dari MUI dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga
pada saat makanan diedarkan tidak lagi ditemukan produk-produk yang tidak
memiliki keterangan label halal pada kemasan makanan.
Islam memberikan batasan perihal criteria suatu makanan dan minuman yang
dapat dikategorikn halal, jika makananan dan minuman tersebut:
a. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang
dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih
menurut ajaran islam;
b. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran
islam;
c. Tidak mengandung bahan penolong dan atau bahan tambahan yang
diharamkan menurut ajaran islam;
d. Dalam proses, penyimpanan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau
berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan terlebih dahulu atau benda yang dihukumkan najis menurut ajaran
islam.
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Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait pangan halal di Indonesia
adalah sebagai berikut:
1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.280 Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan
Peredaran dan Penandaan Pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal
dari Babi
Pasal 2:
a. Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi didalam negeri maupun
berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus
dicantumkan tanda peringatan
b. Tanda peringatan tersebut yang di maksud pada ayat (1) harus berupa gambar
babi dan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis
dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya
Universe Medium Corps 12, didalam garis kotak persegi yang juga berwarna
merah.
Contoh: pada tanggal 18 Juni 2017, BPOM  telah melakukan pengambilan sampel
dan pengujian terhadap beberapa produk Mie Instan asal Korea, dari beberapa
produk yang dilakukan pengujian terhadap parameter DNA spesifik babi, beberapa
produk menunjukkan positif terdeteksi mengandung DNA.14
14 Kepala bagian Pemdik BPOM, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
61
Tabel tentang Produk Makan Impor yang megandung babi
Tabel
No. Nama
Dagang
Nama Produk Nomor Izin Edar Importir
1. Samyang Mi Instan U-Dong BPOM RI ML
231509497014
PT. Koin
Bumi
2. Nongshim Mi Instan (Shim
Ramyun Black)
BPOM RI ML
231509052014
PT. Koin
Bumi
3. Samyang Mi Instan Rasa Kimchi BPOM RI ML
231509448014
PT. Koin
Bumi
4. Ottogi Mi Instan (Yeul
Ramen)
BPOM RI ML
231509284014
PT. Koin
Bumi
Berdasarkan pengecekan label diketahui bahwa produk yang mengandung
babi tersebut tidak mencantumkan peringatan “MENGANDUNG BABI”. Importir
juga tidak mengimformasikan kepada BPOM saat pendaftaran untuk mendapat izin
edar bahwa produk yang didaftarkan tersebut mengandung babi. Terhadap produk-
produk tersebut BPOM telah memerintahkan importir yang bersangkutan untuk
menarik produk dari peredaran.15
Menurut penulis pada saat importir melakukan pendaftaran Produk Makanan
diDirjen Balai POM, pihak pengawasan harus lebih teliti dalam hal uji laboratorium
pada makanan dan juga harus langsung menanyakan kepada importir apakah produk
yang didaftarkan mengandung babi atau tidak, sehingga makanan yang diimpor
tersebut dapat diketahui langsung kebenarannya, jika benar produk makanannya
15Kepala Bagian Pemdik BPOM, Wawancara, Makassar, 25 Juni 2017
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mengandung babi, maka sebelum diedarkan dapat diberi label peringatan
mengandung babi.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak
memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pelanggaran atas ketentuan ini bisa dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar
rupiah.
Menurut penulis produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting
sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel
halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim
lebih memilih produk yang sudah berlabel halal resmi dibanding yang tidak ada
labelnya dan produsen yang telah memiliki sertifikat halal akan segera menempel
logo halal pada produksinya, agar konsuemen yakin bahwa makanan tersebut telah
terjamin kehalalannya.
Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang yang
tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal
yang dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf h UUPK), ketentuan yang berkaitan
dengan produk halal selain UUPK adalah UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan
UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
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2. UU  No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal (34) ayat (1):
Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa  pangan yang
diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau
kepercayaan tersebut.
Penjelasan Pasal 34 ayat (1), dalam ketentuan ini benar tidaknya suatu
pernyataan halal dalam label atau iklan pangan yang tidak hanya dapat dari segi
bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan baku lainnya yang
digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VII/1996, beserta peraturan
pelaksanaannya berupa keputusan Dirjen POM No.HK.00.06.3.00568 tentang
Tata Cara Pencantuman  Tulisan Halal Pada Label Makanan.
Antara lain menjelaskan:16
a. Persetujuan pencantuman tulisan “halal” diberikan oleh Dirjen POM
b. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI
c. Persetujuan pencantuman Label “halal” diberikan setelah dilakukan pemeriksaan
dan penilaian oleh Tim yang terdiri Departemen Kesehatan, Departemen Agama,
dan MUI
d. Hasil penilain Tim Penilai disampaikan pada Komisi Fatwa MUI untuk
dikeluarkan fatwanya, dan akhirnya diberikan Sertifikat Halal
16Produk halal.com/artikel-67-Produk-Hukum-Tentang-Pangan-Halal.html (2 Agustus 2017)
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e. Persetujuan pencantuman halal diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat
halal yang berdasarkan MUI
f. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sudah berjalan dengan baik hanya saja masih kurang maksimal, terbukti
dengan masih adanya produk-produk yang beredar dipasaran yang kurang
baik, seperti makanan yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki label halal, tidak
memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan dan BPOM.
2. Tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi produk
makanan olahan impor di Makassar dapat dikatakan masih kurang bertanggung
jawab karena masih terdapatnya produk makanan yang ilegal yang beredar dipasaran
yang dapat membahayakan kesehatan konsumen karena tidak melalui proses
pendaftaran.
B. SARAN
1. Pemerintah harus lebih mengawasi aturan yang telah dibuatnya, khususnya
aturan- aturan mengenai pengawasan peredaran pangan atau makanan.
Keefektifan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan serta
menindak segala kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha
yang tidak menjalankan aturan yang dapat membuat hukum berlaku efektif.
66
2. Tanggung jawab pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) terhadap pengawasan informasi label makanan harus lebih
ditingkatkan, baik pada tahap makanan sebelum diedarkan, maupun pada tahap
makanan telah diedarkan. Pada tahap makanan telah diedarkan ini, Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus lebih efektif dalam melakukan
pengawasan secara menyeluruh.
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